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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena hanya dengan segala 

rakhmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan 

Agama Yogyakarta Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.. 

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025 yang berisi 

tentang informasi pertanggung jawaban kinerja, tugas pokok, dan fungsi dalam rangka 

pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama 

Yogyakarta tahun 2025 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan-kegiatan Pengadilan 

Agama Yogyakarta pada tahun 2025. 

Sehubungan dengan usaha penguatan Akuntabilitas Kinerja dan dalam 

rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 

2025 sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasnsi Pemerintah (SAKIP). 

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran 

strategis di Pengadilan Agama Yogyakarta, sekaligus sebagai bahan untuk 

mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Secara umum 

capaian kinerja pada tahun 2025 telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, 

meskipun beberapa indikator belum menunjukkan pencapaian yang sesuai. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan terhadap capaian kinerja 

tahun 2025 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi,  
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efektifitas, dan produktifitas kinerja 

Pengadilan Agama Yogyakarta pada 

tahun berikutnya.  

Semoga laporan ini dapat 

bermanfaat sebagai perbaikan kinerja 

Pengadilan Agama Yogyakarta dalam 

rangka pelaksanaan tugas, pokok dan 

fungsi Peradilan Agama, serta berguna 

bagi semua pihak terkait.  

Tak lupa kami mengucapkan 

banyak terima kasih kepada Pimpinan 

Mahkamah Agung, Pimpinan Badilag 

dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama 

Yogyakarta atas bimbingan dan 

arahannya serta semua pihak atas 

kerjasamanya yang baik. Dengan 

mengharap bimbingan Allah SWT 

semoga pelaksanaan tugas kami dapat 

berjalan dengan baik sesuai yang 

diharapkan. Aamiin. 

 

 

Yogyakarta, 18 Februari 2026 

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta 

 

 

 

Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag.M.H 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Secara umum, kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2025 termasuk kategori 

'Berhasil'. Dapat diartikan sukses memenuhi semua target yang ditetapkan di awal 

tahun dengan nilai rata-rata mencapai 114,30%. 

Hasil positif ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan Pengadilan Agama 

Yogyakarta tetap terjaga dan konsisten, sama baiknya dengan pencapaian di tahun-

tahun sebelumnya. Adapun ringkasan capaian masing-masing indikator dapat disajikan 

pada tabel berikut: 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Terwujudnya 
peradilan yang 
efektif 
transparan, 
akuntabel, 
responsif dan 
modern 

1.1 Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

97,00% 99,15% 102,22% 

1.2 Persentase penyediaan/pengiriman 
Salinan putusan tepat waktu oleh 
pengadilan tingkat pertama kepada 
para pihak 

100,00% 100,00% 100,00% 

1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan 
petikan/amar putusan tingkat Banding, 
Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju` kepada para pihak 

98,00% 100,00% 102,04% 

1.4 Persentase putusan pengadilan yang 
diunggah pada direktori putusan 

100,00% 100,00% 100,00% 

1.5 Persentase penyelesaian permohonan 
eksekusi putusan 

68,00% 100,00% 147,06% 

1.6 Persentase perkara yang menggunakan 
e-court 

95,00% 100,00% 105,26% 

1.7 Persentase perkara yang berhasil 
diselesaikan melalui mediasi  

41,00% 76,55% 186,71% 

1.8 Persentase permohonan pembebasan 
biaya perkara 

97,00% 100,00% 103,09% 

   RATA-RATA CAPAIAN SASTRA 1 118,30% 
2 Meningkatnya 

Tingkat 
Keyakinan dan 
Kepercayaan 
Publik 

2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan 
pengadilan berdasarkan standar 
layanan yang ditetapkan 

3,70 3,83 103,51% 

2.2 Persentase pengguna bantuan hukum  100,00% 100,00% 100,00% 

   RATA-RATA SASTRA 2 101,76% 
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3 Terwujud 
manajemen 
peradilan yang 
transparan dan 
professional 

3.1 Indeks Profesional Aparatur Sipil 
Negara (IP ASN) 

71,00% 83,40% 117,46% 

3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) 

93,00% 96,36% 103,61% 

3.3  Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 
(NKPA) 

75,00% 
 

80,10% 106,80% 

3.4 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)  3,00 3,675 122,50% 

   RATA-RATA CAPAIAN SASTRA 3 122,59% 

 RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 114,30% 
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (REVIU) 

Nomor : 1328/KPA.W12-A1/RA1.10/XI/2025 
Pengadilan Agama Yogyakarta 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1.  Terwujudnya 
peradilan yang 
efektif 
transparan, 
akuntabel, 
responsif dan 
modern 

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 97% 

Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepata 
waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 

100% 

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan 
tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu  oleh 
pengadilan pengaju kepada para pihak 

98% 

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada 
direktori putusan 

100% 

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan 
perdata agama 

68% 

Persentase perkara yang menggunakan e-court  95% 

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui 
mediasi 

41% 

Persentase permohonan pembebasan biaya perkara 
di lingkungan Peradilan Agama 

97% 

2. Meningkatnya 
Tingkat 
Keyakinan dan 
Kepercayaan 
Publik 

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan 
standar layanan yang ditetapkan 

3,7 

Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan 
Peradilan Agama 

100% 

3. Terwujud 
manajemen 
peradilan yang 
transparan dan 
profesional 

Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)  71% 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 93% 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) 75% 

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) 3,00 

  
        Kegiatan 

           
                Anggaran 

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 
Keuangan Badan Urusan Administrasi 

Rp. 10.491.074.000,- 

2. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp.            103.325.000,- 
    
 Yogyakarta, 13 November 2025 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Yogyakarta, 

Ketua, 

  
 

Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES. Dr. Khoiriyah Roihan, S. Ag., M. H. 
NIP. 195907061989031001 NIP. 19740926 199903 2 001 
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NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA
SI 

CAPAIAN 

1 Terwujudnya 
peradilan yang 
efektif transparan, 
akuntabel, responsif 
dan modern 

1.1 Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

97,00% 99,15% 102,22% 

1.2 Persentase penyediaan/pengiriman 
Salinan putusan tepat waktu oleh 
pengadilan tingkat pertama kepada 
para pihak 

100,00% 100,00% 100,00% 

1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan 
petikan/amar putusan tingkat Banding, 
Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju` kepada para pihak 

98,00% 100,00% 102,04% 

1.4 Persentase putusan pengadilan yang 
diunggah pada direktori putusan 

100,00% 100,00% 100,00% 

1.5 Persentase penyelesaian permohonan 
eksekusi putusan 

68,00% 100,00% 147,06% 

1.6 Persentase perkara yang menggunakan 
e-court 

95,00% 100,00% 105,26% 

1.7 Persentase perkara yang berhasil 
diselesaikan melalui mediasi  

41,00% 76,55% 186,71% 

1.8 Persentase permohonan pembebasan 
biaya perkara 

97,00% 100,00% 103,09% 

2 Meningkatnya 
Tingkat Keyakinan 
dan Kepercayaan 
Publik 

2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan 
pengadilan berdasarkan standar 
layanan yang ditetapkan 

3,70 3,83 103,51% 

2.2 Persentase pengguna bantuan hukum  100,00% 100,00% 100,00% 

3 Terwujud 
manajemen 
peradilan yang 
transparan dan 
professional 

3.1 Indeks Profesional Aparatur Sipil 
Negara (IP ASN) 

71,00% 83,40% 117,46% 

3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) 

93,00% 96,36% 103,61% 

3.3  Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 
(NKPA) 

75,00% 
 

80,10% 106,80% 

3.4 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)  3,00 3,675 122,50% 
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Dilihat perkembangan capaian pengguna layanan Posbakum selama 

kurun waktu 5 tahun tercapai melebihi 100% dan peningkatan yang 

signifikan. 

Berikut dapat disajikan tabel layanan posbakum setiap bulan selama 

tahun 2025 

 Jumlah pengguna 
yang dilayani  

Target layanan 
Posbakum 

% 
 

Januari 133 110 120.91% 
Februari 95 100 95.00% 
Maret 68 55 123.64% 
April 82 85 96.47% 
Mei 102 110 92.73% 
Juni 89 60 148.33% 
Juli 100 90 111.11% 
Agustus 93 100 93.00% 
September 83 74 112.16% 
Oktober 87 80 108.75% 
November 76 50 152.00% 
Desember 68  - 
Jumlah 1076 914 117,72% 

3.  Sasaran Strategis : Terwujudnya manajemen peradilan yang 

transparan dan profesional 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR TARGET  REALISASI CAPAIAN 

Terwujudnya 
manajemen 
peradilan yang 
transparan dan 
professional 

3.1 Indeks Profesional 
Aparatur Sipil Negara 
(IP ASN) 

71,00% 83,40% 117,46% 

3.2 Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) 

93,00% 

 

96,36% 

 

103,61% 
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3.3 Nilai Kinerja 

Perencanaan Anggaran 

(NKPA) 

75% 

 

80,10% 106,80%% 

3.4 Indeks Pengelolaan 

Aset (IPA)  

 

3,00 

 

3,675 

 

122,50% 

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional 

merupakan sasaran strategis baru yang diimplementasikan mulai tahun 2025. 

Mengingat sasaran dan indikator ini baru ditetapkan pada periode berjalan, maka 

data capaian tahun ini tidak dapat diperbandingkan (not comparable) dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian indikator pada tahun 2025 akan 

ditetapkan sebagai Nilai Dasar (Baseline) yang menjadi acuan pembanding dan 

target pengembangan untuk periode tahun-tahun berikutnya. 

 

3. 1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (ASN) 

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 

3.1. Indeks Profesional Aparatur Sipil 
Negara (IP ASN) 

71,00% 83,40% 117,46% 

 

Indikator ini menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan 

tanpa diskriminasi sesuai ketentuan, target yang ditentukan dari Badan Peradilan 

Agama untuk pengadilan tingkat pertama 71% dan realisasi tercapai 83,40%, 

sehingga capaian indikator kinerja IP ASN sebesar 117,46%. Adapun nilai per 

komponennya antara lain kualifikasi 22,83%, kompetensi 30,67% dan kinerja 
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25,00% serta disiplin 4,90%. Komponen terendah adalah kompetensi dengan nilai 

30,67% dari bobot 40%.  

Kompetensi merupakan pengembangan ASN melalui diklat, seminar, 

magang atau pelatihan jarak jauh. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN 

Nomor 20 Tahun 2023 bahwa setiap ASN wajib memenuhi minimal 20 jam 

pelajaran (JPL) dalam setahun, sebanyak 27 orang (dari jumlah ASN 54 orang atau 

50% yang belum memenuhi kewajiban diklat minimal 20 jam pelajaran. Upaya 

untuk meningkatkan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 

antara lain: 

1. Mendata kebutuhan diklat untuk masing-masing jabatan 

2. Mengikutsertakan ASN untuk diklat yang disediakan oleh internal 

Mahkamah Agung dan oleh instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, 

LKPP dan lain-lain. 

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)  

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) 
 

93,00% 

 

96,36% 103,61% 

Indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran 

melalui perbandingan antara capaian output dan outcome terhadap alokasi pagu 

yang tersedia. Berdasarkan target IKPA sebesar 93%, berikut adalah realisasi pada 

masing-masing DIPA:  

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi), diperoleh IKPA sebesar 99,87%, 

sehingga capaian kinerja IKPA sebesar 107,39% dengan rincian per komponen 

penilaian sebagai berikut 

Komponen penilaian Sub komponen Bobot Nilai 

Kualitas perencanaan anggaran Revisi DIPA 

Deviasi halaman 3 DIPA 

10% 

15% 

10,00% 

15,00% 

Kualitas perencanaan anggaran Penyerapan anggaran 

Belanja kontraktual 

Penyelesaian tagihan 

20% 

10% 

10% 

20,00% 

10,00% 

10,00% 
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Pengelolaan UP dan TUP 10% 9,87% 

Kualitas hasil pelaksanaan anggaran Capaian Output 25% 25,00% 

TOTAL 100% 99,87% 

 

2. DIPA 04 (Badan Peradilan Agama), diperoleh IKPA sebesar 92,85%, sehingga 

capaian kinerja IKPA sebesar 99,84% dengan rincian per komponen penilaian 

sebagai berikut: 

Komponen penilaian Sub komponen Bobot Nilai 

Kualitas perencanaan anggaran Revisi DIPA 

Deviasi halaman 3 DIPA 

10% 

15% 

10,00% 

15,00% 

Kualitas perencanaan anggaran Penyerapan anggaran 

Belanja kontraktual 

Penyelesaian tagihan 

Pengelolaan UP dan TUP 

20% 

10% 

10% 

10% 

18,64% 

10,00% 

10,00% 

10,00% 

Kualitas hasil pelaksanaan 

anggaran 

Capaian Output 25% 19,21% 

TOTAL 100% 92,85% 

 

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) 

Meskipun secara total melampaui target, terdapat komponen Pengelolaan 

UP dan TUP yang belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh: 

 Rendahnya persentase pengembalian GU Nihil (89,10%)  

 Kondisi tersebut berdampak pada tidak maksimalnya bobot nilai pengelolaan 

UP/TUP (tercapai 9,87% dari 10%). 

Komponen lainnya seperti Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, 

Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, Deviasi Hal. III DIPA, Belanja 

Kontraktual, dan Capaian Output telah memberikan kontribusi nilai yang optimal 

sesuai bobot masing-masing. 

 

 

 

 



 

 

59 

DIPA 04 (Badan Peradilan Agama) 

Pada DIPA 04, terdapat dua komponen utama yang belum mencapai nilai 

maksimal, antara lain: 

 Penyerapan Anggaran (18,64% dari bobot 20%) 

 Capaian Output (19,21% dari bobot 25%) 

Rendahnya penyerapan pada belanja Jasa Mediator Eksternal disebabkan 

alokasi biaya ini diperuntukkan bagi mediasi perkara prodeo, namun dalam 

pelaksanaannya mayoritas perkara tersebut tidak melalui proses mediasi, sehingga 

anggaran tidak dapat terserap secara optimal. 

Berdasarkan pelaksanaan anggaran 2025 menjadi pembelajaran 

pengelolaan anggaran tahun 2026, upaya untuk peningkatan kinerja pelaksanaan 

anggaran antara lain: 

a. Rencana pencairan dana harian dan bulanan lebih matang melalui 

berkoordinasi dengan tiap-tiap bagian yang dikoordinir oleh Kasubbag 

Umum dan Keuangan 

b. Penyesuaian rencana halaman 3 DIPA dan jika memungkinkan dilakukan 

revisi capaian output atas dasar pertimbangan kemungkinan besar tidak 

dapat tercapainya target sampai dengan akhir tahun. 

 

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan 
Anggaran (NKPA) 

 

75,00% 

 

80,10% 

 

106,80% 

 

 

Indikator ini untuk menilai kualitas perencanaan berdasarkan capaian 

output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia. Berdasarkan target 

yang ditetapkan (75%), berikut adalah realisasi pada masing-masing DIPA: 

 DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi), mencapai 100,00%, sehingga 

capaian kinerja NKPA sebesar 133,33% 
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 DIPA 04 (Badan Peradilan Agama), mencapai 60,19%, sehingga capaian 

kinerja NKPA sebesar 80,25%. 

NKPA DIPA 01 dan DIPA 04 digabungkan menjadi 80,10%, jika 

dibandingkan dengan target kinerja NKPA 75% maka capaian kinerja sebesar 

106,80%. Berdasarkan monitoring dan evaluasi capaian triwulan 3 tahun 2025 

terdapat output mediasi eksternal yang tidak dapat dicapai karena peruntukan bagi 

mediasi perkara prodeo, sementara perkara prodeo setahun hanya 30 perkara dan 

output untuk mediasi eksternal sebanyak 131 perkara sehingga yang terealisasi 

hanya 1 perkara dengan biaya sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). 

Seperti halnya dibahas pada upaya peningkatan kinerja pelaksanaan 

anggaran tahun 2026, terdapat peran perencanaan dengan melakukan revisi 

halaman III DIPA dan revisi detail per akun. 

 

3.4. Indeks Pengelolaan Aset 

Indikator kinerja ini untuk mengukur kualitas tata Kelola Barang Milik 

Negara (BMN). Nilai Indeks Pengelolaan aset tahun tahun 2025 mencapai 3,675 

dari nilai maksimal 4,00. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar 3 sehingga 

capaian kinerja indeks pengelolaan aset sebesar 122,50%. Komponen nilai yang 

belum maksimal terdapat pada kriteria kepatuhan pengelolaa BMN terhadap 

peraturan perundang-undangan, antara lain: 

a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Barang 

Kuasa Pengguna (LBKP), laporan dikirimkan tepat waktu sesuai timeline 

sehingga bobot nilai 3 dari 4. Jika dilaporkan lebih cepat 5 hari maka akan 

mendapatkan skor maksimal (4). 

b. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian WASDAL, 

penyampaian laporan disampaikan sesuai batas waktu penyampaian 

sehingga bobot nilai 3 dari 4. 

c. Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN 
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Upaya peningkatan kinerja pengelolaan aset tahun 2026, antara lain agar 

penyampaian dokumen LBKP dan WASDAL dapat dilaporkan 1-3 hari. 

 

 Perbandingan capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta dengan 

Target Kinerja Mahkamah Agung 

Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan target kinerja mengacu pada 

target kinerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga Pusat dari 

badan peradilan. Sebagai pengadilan tingkat pertama, melakukan pembandingan 

antara kinerja satuan kerja dengan target yang ditetapkan oleh pusat merupakan 

bagian penting manajemen kinerja. Berikut beberapa tujuan perbandingan ini 

adalah: 

1. Menyelaraskan rencana strategi, benchmark ini memastikan bahwa setiap 

badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung tidak berjalan 

sendiri-sendiri, tetap berada pada visi yang sama “mewujudkan badan 

peradilan yang agung” 

2. Mengidentifikasi kesenjangan, membandingkan kondisi kenyataan di 

lapangan yang dialami oleh masing-masing pengadilan sehingga diketahui 

kelemahan dan kekuatan untuk digali potensi kinerjanya. 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Tahun 2025-2029 pada matrik kinerja dan pendanaan, berikut 

disajikan perbandingan capaian kinerja antara Pengadilan Agama Yogyakarta 

dengan target Mahkamah Agung: 
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Tabel Perbandingan Target kinerja Mahkamah Agung dengan kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta 

IKL = Indikator Kinerja Lainnya, penetapan target ditentukan oleh Badan Peradilan Agama 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara 

umum realisasi kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta melebihi target kinerja yang 

ditetapkan Mahkamah Agung yaitu sebesar 94,84% dari 85,66% artinya capaian 

target sebesar 110,70%. Dari 14 (empat belas) indikator kinerja yang ditetapkan, 

terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian realisasi yang belum memenuhi target 

Mahkamah Agung, yaitu: 

SASARAN 
STRATEGIS 
 

INDIKATOR KINERJA PA Yogyakarta MA RI 
Target 
 

Realisasi Target 

Terwujudnya 
peradilan 
yang efektif 
transparan, 
akuntabel, 
responsif dan 
modern 

1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 97,00% 99,15% 97,00% 

1.2 Persentase penyediaan/pengiriman Salinan 
putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat 
pertama kepada para pihak 

100,00% 100,00% 100,00% 

1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan 
petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan 
PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju` 
kepada para pihak 

98,00% 100,00% 98,00% 

1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah 
pada direktori putusan 

100,00% 100,00% 100,00% 

1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi 
putusan 

68,00% 100,00% 68,00% 

1.6 Persentase perkara yang menggunakan e-court 95,00% 100,00% 95,00% 

1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan 
melalui mediasi  

41,00% 76,55% 41,00% 

1.8 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara 97,00% 100,00% 97% 
(IKL) 

Meningkatnya 
Tingkat 
Keyakinan dan 
Kepercayaan 
Publik 

2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan 
berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 

3,70 3,83 
(95,75%) 

3,70 
(92,50%) 

2.2 Persentase pengguna bantuan hukum  100,00% 117,72% 100% 
(IKL) 

Terwujud 
manajemen 
peradilan yang 
transparan dan 
professional 

3.1 Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP 
ASN) 

71,00% 83,40% 71% 

3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) 

93,00% 
 

96,36% 
 

93,00% 
 

3.3  Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) 
 

75,00% 
 

80,10% 
 

75,00% 

3.4 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)  3,00 3,675 
(91,88%) 

3,00 
(75%) 

  RATA-RATA  94,84% 85,66% 
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1. Indikator Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian triwulan III tahun 2025, 

terdapat gap yang besar pada salah satu unsur IKPA yaitu capaian output 

dengan nilai 19,21% dari bobot 25%. Hal ini disebabkan terdapat 

ketimpangan data antara target output mediasi eksternal yang diperuntukan 

untuk perkara prodeo sebanyak 131 perkara, sementara total perkara prodeo 

setahun hanya 30 perkara. Oleh karena kriteria penilaian capaian output 

menjadi salah satu unsur penilaian kinerja perencanaan anggaran, maka 

pada indikator NKPA juga dilakukan penyesuaian target. 

2. Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)  

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian triwulan III Tahun 2025, 

deviasi ini disebabkan oleh target output mediasi eksternal yang tidak 

proporsional dengan jumlah perkara. Beberapa kendala yang dihadapi pada 

tahun 2025:  

a. Anggaran tersebut diperuntukan bagi mediasi perkara prodeo, namun 

terdapat ketimpangan data antara target output 131 perkara, sementara 

total perkara prodeo setahun hanya 30 perkara. Data realisasi anggaran 

per 31 Desember 2025 realisasi anggaran mediasi eksternal, sedangkan 

perkara prodeo yang dimediasi hanya 1 (satu) perkara dengan serapan 

sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 

b. Pemerintah melakukan efisiensi anggaran pada bulan Februari 2025 

termasuk anggaran DIPA 04 yang mengalami efisiensi, sehingga 

anggaran tidak dapat digunakan untuk kegiatan mediasi perkara prodeo 

dan anggaran tersebut ditarik oleh Badan Peradilan Agama 
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B. REALISASI ANGGARAN 

Secara umum pengelolaan keuangan anggaran DIPA Tahun 2025 di 

Pengadilan Agama Yogyakarta terdiri dari DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi 

MARI) dan DIPA 04 (Ditjen Badan Peradilan Agama MARI) yang dilaksanakan 

dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu, belanja pegawai, 

belanja barang, belanja modal dan  program peningkatan manajemen peradilan 

agama yang terdiri dari percepatan penyelesaian perkara, biaya prodeo, dan pos 

bantuan hukum, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPA 01 (401199) 

BADAN URUSAN ADMINISTRASI 

Program Dukungan Manajemen 
Administrasi Kesekretariatan 
Pengadilan Tingkat Banding 

dan Tingkat Pertama 
Total Pagu 

Rp. 10.290.574.000 

Progam Dukungan Manajemen 
Pengadaan Sarana dan Prasarana 

di Lingkungan Mahkamah 
Agung  

Total Pagu 
Rp. 200.500.000 

Belanja Barang Non Operasional 
Rp. 0 

Belanja Pegawai 
Rp. 9.118.494.000 

Belanja Modal 
Rp. 200.500.000 

Belanja Barang Operasional 
Rp. 1.172.080.000 
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1. Belanja Pegawai 

Anggaran belanja pegawai tahun 2025 berjumlah Rp9.118.494.000.- 

(Sembilan miliar seratus delapan belas juta empat ratus Sembilan puluh empat 

ribu), Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari 

rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2025 secara 

keseluruhan berjumlah Rp9.007.701.382,- (Sembilan milyar tujuh juta tujuh 

ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan presentase sebesar 

98,78 %. 

2. Belanja Barang Operasional dan Non Operasional 

Anggaran Belanja Barang Operasional tahun 2025 di Pengadilan Agama 

Yogyakarta sebesar Rp 1.172.080.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh dua 

juta delapan puluh ribu rupiah), realisasi pelaksanaan anggaran belanja barang 

terhitung sampai dengan bulan Desember 2025 secara keseluruhan berjumlah 

Rp1.171.927.086,- (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus 

dua puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) dengan persentase sebesar 

99,99 %.  

3. Belanja Modal 

Anggaran belanja modal tahun 2025 di Pengadilan Agama Yogyakarta 

berjumlah sebesar Rp200.500.000,- (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah), 

Adapun realisasi pelaksanaan anggaran Belanja Modal terhitung sampai 

dengan Desember 2025 secara keseluruhan berjumlah Rp200.488.540,- (dua 

ratus juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh 

rupiah) dengan persentase sebesar 99,99%. 
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 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan anggaran program 

peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar Rp103.325.000,- (seratus tiga 

juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri  dari Anggaran 

Pos Bantuan Hukum sebesar  Rp91.400.000,-, mediator eksternal di Pengadilan 

sebesar Rp3.150.000,- dan  pembebasan biaya perkara sebesar Rp8.775.000,-.  

Adapun realisasi anggaran pos bantuan hukum adalah sejumlah Rp91.400.000,- 

(Sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan persentase 100%. 

Pembebasan biaya perkara dengan realisasi sebesar Rp3.990.000,- (Tiga juta 

sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) persentase 45,47%, sisa Rp4.785.000,- 

DIPA 04 (401201) 
DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA 

Belanja Barang Operasional Perkara 
di Lingkungan Peradilan Agama 

yang diselesaikan melalui 
Pembebasan Biaya Perkara 

Total Pagu 
Rp. 8.775.000,- 

Belanja Barang Operasioanal 
Layanan Bantuan Hukum di 

Lingkungan Peradilan Agama 
Total Pagu 

Rp. 91.400.000,- 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 
Pagu 

Rp. 103.325.000,- 

Belanja Barang Operasioanal Layanan 
Mediator Eksternal di Pengadilan 

Total Pagu 
Rp. 3.150.000,- 
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merupakan biaya pemanggilan tidak terealisasi karena perkara diterima tahun 2025 

merupakan perkara e-court sehingga pemanggilan secara tercatat melalui pos. 

realisasi mediator eksternal sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 

dari anggaran Rp3.150.000,- disebabkan petunjuk teknis penggunaan mediator 

eksternal diperuntukan perkara prodeo.  

Realisasi Anggaran Belanja (401199) Tahun 2025 sebagai berikut: 

Tabel  Realisasi Anggaran 01 Tahun 2025 

No. URAIAN PAGU DIPA REALISASI SISA 
ANGGARAN 

(Rp) % 

1 Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan 

1 Belanja Peralatan dan Mesin -
Ekstrakomptabel 

700.0000 700.000 100 0 

TOTAL 700.000 700.000 100  

 

2 Gaji dan Tunjangan 

1 Belanja Gaji Pokok PNS 3.112.929.000 3.111.929.700 99,97 999.300 

2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 45.000 39.641 88,09 5.359 

3 Belanja Tunj. Suami/istri PNS 216.071.000 216.068.520 100,00 2.480 

4 Belanja Tunj. Anak PNS 55.097.000 54.435.828 98,80 661.172 

5 Belanja Tunj. Struktural PNS 35.000.000 33.840.000 96,69 1.160.000 

6 Belanja Tunj. Fungsional PNS 153.710.000 152.689.000 99.69 481.000 

7 Belanja Tunj. Pph PNS 22.158.000 21.261.640 95,95 896.360 

8 Belanja Tunj. Beras PNS 132.223.000 132.021.660 99,85 201.340 

9 Belanja Uang Makan PNS 441.904.000 416.115.000 94,16 25.789.000 

10 Belanja Tunj. Umum PNS 40.650.000 40.190.000 98,87 460.000 

11 Belanja Tunj. Pph. Pjb Negara 777.832.000 736.027.309 94,63 41.804.691 

12 Belanja Tunj. Penghasilan Pjb 
Negara 

3.954.300.000 3.920.700.000 99,15 33.600.000 

13 Belanja Gaji Pokok PPPK 115.000.000 114.302.000 99,39 698.000 

14 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 15.000 2.276 15,17 12.274 

15 Belanja Tunj. Suami/istri PPPK 10.000.000 9.144.160 91,44 855.840 

16 Belanja Tunj. Anak PPPK 3.000.000 2.743.248 91,44 256.752 

17 Belanja Tunj. Fungsional PPPK 500.000 0 0,00 500.000 

18 Belanja Tunj. Beras PPPK 9.000.000 8.690.400 96,56 309.600 

19 Belanja Uang Makan PPPK 31.600.000 30.201.000 95,57 1.399.000 

20 Belanja Tunj. Umum PPPK 8.000.000 7.300.000 91,25 700.000 

TOTAL 9.118.494.000 9.007.701.382 98,78 110.792.618
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No. URAIAN PAGU DIPA REALISASI SISA 
ANGGARAN 

(Rp) % 

3 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 

A Kebutuhan sehari-hari Perkantoran 

1 Belanja Keperluan Perkantoran 294.407.000 294.379.415 99,99 27.585 

2 Belanja Barang Persediaan barang 
konsumsi 

29.946.000 29.946.000 100,00 0 

B Langganan Daya dan Jasa 

3 Belanja keperluan Perkantoran       192.015.000  192.000.000  99,99 15.000 

4 Belanja Pengiriman Surat Dinas 
Pos Pusat 

42.000 41.500  98,81 500 

5 Belanja Langganan Telepon 1.188.000  1.187.236 99,94 764 

C Pemeliharaan Kantor 

6 Pemeliharaan Gedung dan 
Bangunan 

 235.578.000  235.548.310 99,99 29.690 

7 Pemeliharaan Gedung dan 
Bangunan Lainnya 

5.184.000 5.183.000 99,98 1.000 

D Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

8 Belanja Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin 

166.829.000 166.782.545 99,97 46.455 

E Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Satker 

9 Belanja Keperluan Perkantoran 36.028.000 36.028.000  100,00 0 

10 Belanja Honor Operasional Satuan 
Kerja 

59.820.000 59.820.000 100,00 0 

F Belanja Sewa 

11 Belanja Sewa 19.000 0 0 19.000 

G Rapat Koordinasi 

12 Belanja Perjalanan dinas biasa 200.000 200.000 100,00 0 

H Konsultasi Ke Tingkat Pusat 

13 Belanja Perjalanan dinas biasa 3.632.000 3.631.080 99,97 920 

I Konsultasi ke Tingkat Banding 

14 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.012.000 2.000.000 99,40 12.000 

J Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc 

15 Belanja Sewa Rumah Dinas. 144.180.000 144.180.000 100,00 0 

K Dokumen Pemantauan dan Evaluasi 

16 Belanja Bahan 300.000 300.000 100,00 0 

TOTAL     

     

4 Belanja Modal 

1 Pengadaan peralatan fasilitas 
perkantoran 

138.000.000 137.988.540 99,99 11.460 

2 Pembangunan/renovasi Gedung 
dan bangunan 

62.500.000 62.500.000 100,00 0 

TOTAL 200.500.000 200.488.540 99,99 11.460 
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Sedangkan realisasi anggaran belanja (401201) sebagai berikut: 

Tabel  Realisasi Anggaran 04 Tahun 2025 

No. URAIAN PAGU DIPA REALISASI SISA 
ANGGAR

AN (Rp) % 

Percepatan Penyelesaian Perkara     

1  Jasa Mediator Eksternal 3.150.000 150.000 4,76 3.000.000 

2  Pos Bantuan Hukum  91.400.000 91.400.000 100,00 0 

3 Pembebasan Biaya Perkara 8.775.000 3.990.000 45,47 4.785.000 

TOTAL 103.325.000 95.540.000 92,47 7.785.000 
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C. TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2024 

1. Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP 2024 

Berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 

270/KPTA.W12-A/OT1.6/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang hasil evaluasi 

dan tindaklanjut penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Tahun 2024, Pengadilan Agama Yogyakarta memperoleh nilai sebesar 

80.20% dengan kategori A (Sangat Baik) nilai sebagaimana tersebut merupakan 

akumulasi terhadap penggabungan 5 komponen manajemen Kinerja Instansi 

Pemerintah pada Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah dievaluasi sebagai 

berikut: 

Tabel Nilai Akhir Evaluasi Tahun 2023 dan 2024 

Komponen 
Bobot 

Nilai (%) 
Nilai Hasil Evaluasi (%) 

  2023 2024 

a. Perencanaan Kinerja 30 24,00 26,70 

b. Pengukuran Kinerja 30 24,00 22,20 

c. Pelaporan Kinerja 15 12,00 10,05 

d. Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal 
25 20,00 21,25 

e. Pencapaian Kinerja - - - 

Total 100 80,00 80,20 

Adapun uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen 

kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut: 

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja 

Evaluasi atas kinerja mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan kriteria 

sebanyak 36 yaitu dokumen perencanaan strategis (13 kriteria), 

Perencanaan Kinerja Tahunan (12 kriteria) dan dokumen Penetapan 

Kinerja (11 kriteria). Capaian pemenuhan indikator Perencanaan Kinerja 
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Pengadian Agama Yogyakarta tahun 2024 memperoleh nilai evaluasi 

26,70% dari bobot 30%, yang terdiri atas evaluasi : 

1) Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas 

kinerja sebenarnya yang perlu dicapai dan telah terdapat pohon kinerja 

namun belum menggambarkan penyelarasan kinerja dan target kinerja 

secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi (top manager) 

ke level unit/pegawai paling rendah (pegawai/pelaksana). 

2) Dalam menyusun dokumen IKU tidak memperhatikan sasaran strategis 

yang terdapat dalam dokumen Renstra. 

b. Evaluasi atas pengukuran Kinerja 

Evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) sub 

komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 19 indikator Capaian 

pemenuhan indikator Pengukuran Kinerja Pengadian Agama Yogyakarta 

tahun 2024 memperoleh nilai evaluasi 22.20% dari bobot 30%, yang terdiri 

atas capaian, yaitu : Pemenuhan Pengukuran (2 kriteria), Kualitas 

Pengukuran (12 kriteria) dan Implementasi Pengukuran (5 kriteria), yang 

terdiri atas evaluasi: 

1. Pengukuran kinerja telah dilakukan namun mekanisme terhadap 

pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan karena belum 

terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme 

pengumbulan data kinerja 

2. Pengukuran kinerja telah dilakukan namun dalam monitoring evaluasi 

capaian kinerja belum dilakukan validitas oleh pejabat yang berwenang 

sehingga belum dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja 

Evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja mencakup 3 (tiga) sub 

komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 19 indikator Capaian 

pemenuhan indikator Pengukuran Kinerja Pengadian Agama Yogyakarta 

tahun 2024 memperoleh nilai evaluasi 10,05% dari bobot 15%, yang terdiri 

atas capaian, yaitu : Pemenuhan Pengukuran (2 kriteria), Kualitas 
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Pengukuran (12 kriteria) dan Implementasi Pengukuran (5 kriteria), yang 

terdiri dari evaluasi 

1) Dokumen laporan kinerja telah direviu namun belum sesuai dengan 

pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja SK SEKMA Nomor 878 Tahun 

2022 

2) Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi 

kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/MA RI (Benchmark 

kinerja). 

3) Dokumen laporan kinerja telah diformalkan namun matrik kinerja dan 

pendanaan belum sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis. 

d. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal 

Evaluasi atas Evaluasi lnternal Pengadian Agama Yogyakarta tahun 2024 

memperoleh nilai evaluasi 21.25% dari bobot 25%, yang terdiri atas 

evaluasi: 

1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara 

berkualitas dengan sumber daya yang memadai dengan memanfaatkan 

teknologi informasi.  

Adapun rekomendasi atas evaluasi diatas sebagai berikut: 

a. Perencanaan Kinerja 

1) Agar dibuat pohon kinerja yang menggambarkan adanya penyelarasan 

kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang 

lebih tinggi (top manager) ke level unit/pegawai paling rendah 

(pegawai/pelaksana) 

2) Agar dalam menyusun dokumen IKU memperhatikan tujuan dan 

sasaran strategis dalam dokumen renstra, sehingga dalam dokumen 

LKjIP terdeskripsikan dengan baik. 

b. Pengukuran Kinerja 

1) Agar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar 

dalam pembuatan pengukuran kinerja dan dilengkapi dengan jadwal 

monev pengukuran kinerja sesuai rencana aksi 
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2) Agar dalam membuat dokumen monev lebih teliti lagi terkait validitas 

dari pejabat yang berwenang seperti tanda tangan 

c. Pelaporan Kinerja 

1) Agar dalam pembuatan dokumen reviu laporan kinerja memperhatikan 

pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja SK SEKMA Nomor 878 Tahun 

2022 

2) Agar dokumen laporan kinerja dapat menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja di level nasional/MA-RI (Benchmark kinerja) 

3) Agar dokumen laporan kinerja yang telah diformalkan menyesuaian 

matrik kinerja dan pendanaan dengan tujuan dan sasaran strategis 

d. Akuntabiltias Kinerja Internal 

1) Agar dibuat monev secara periodik dalam mengoptimalkan penggunaan 

teknologi informasi dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja 

internal 

2. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP 2024 

a. Perencanaan kinerja 

1) Pohon kinerja telah dibuat dan disesuaikan dengan rencana strategis dan 

IKU 2025-2029 sebagaimana terdapat pada Bab II Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

2) Dokumen IKU telah disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran 

strategis dalam dokumen Renstra sebagaimana terlampir dalam 

Dokumen IKU 2025. 

b.  Pengukuran kinerja 

1) SOP pengukuran kinerja telah dibuat dan dilengkapi jadwal monev 

pengukuran kinerja sesuai rencana aksi sebagaimana terlampir dalam 

laporan ini. 

2) Dokumen monev telah dilengkapi dengan validitas tandatangan pejabat 

yang berwewenang sebagaimana terlampir dalam laporan LKjIP 2025 

c. Pelaporan Kinerja 
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1) Dokumen reviu laporan kinerja 2025 telah disusun berpedoman pada 

SK SEKMA Nomor 878 tahun 2022, sebagaimana terdapat pada 

halaman awal laporan LKjIP 2025. 

2) Dokumen laporan kinerja dapat menginfokan perbandingan realisasi 

kinerja dan pendanaan dengan level nasional/MA RI. Untuk 

perbandingan dengan Mahkamah Agung dilakukan terhadap target 

nasional yang ditetapkan Mahkamah Agung pada lampiran Rencana 

Strategis 2025-2029 

3) Dokumen laporan kinerja yang telah diformalkan menyesuaikan antara 

matrik kinerja dan pendanaan dengan tujuan dan sasaran strategis. 

Untuk matrik kinerja dan pendanaan 2025 sudah disesuaikan dengan 

sasaran strategis 2025-2029. 

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja intenal 

1) Monitoring dan evaluasi secara periodik dilakukan dalam 

mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui komdanas 

untuk periode Januari-September 2025 dengan IKU lama (2020-2024) 

dan periode Januari-Desember 2025 dengan IKU baru (2025-2029) 

melalui aplikasi Batara. 
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KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Yogyakarta 

mengalami perubahan penyajian disebabkan adanya perubahan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) pada bulan November 2025. Adapun kesimpulan dari 

laporan kinerja ini sebagai berikut: 

1. Pelaporan kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025 

menggunakan 2 (dua) acuan yang bersifat transisional. Untuk capaian 

kinerja Triwulan I s.d. Triwulan III, pengukuran masih didasarkan pada 

(IKU) Renstra 2020-2024. Selanjutnya, menindaklanjuti pemberlakuan 

kebijakan baru, maka pada Triwulan I s.d. Triwulan IV dilakukan 

penyesuaian melalui Penetapan Kinerja 2025 (Revisi) yang mengacu 

pada target dan indikator dalam Renstra 2025-2029 

2. Berikut adalah poin-poin perbedaan mendasar antara IKU 2020-2024 

dengan IKU 2025-2029 (Revisi) 

Keterangan IKU 2020-2024 (IKU lama) IKU 2025-2029 (IKU Baru) 
Sasaran 
Strategis 

1. Terwujudnya Peradilan 
yang Pasti, Transparan 
dan Akuntabel 

2. Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

3. Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

4. Meningkatnya 
Kepatuhan terhadap 
Putusan Pengadian 

5. Peningkatan Kinerja 
Aparatur Supporting 
Unit Pengadilan Agama 
Yogyakarta 

1. Terwujudnya peradilan yang 
efektif transparan, akuntabel, 
responsif dan modern 

2. Meningkatnya Tingkat 
Keyakinan dan Kepercayaan 
Publik 

3. Terwujud manajemen peradilan yang 
transparan dan profesional 

IKU 1. Terdapat 9 (sembilan) 
IKU dan 2 (dua) IKL 
(ditetapkan oleh PA 
Yogyakarta 

2. Layanan posbakum dan 
prodeo dijadikan IKU 

3. Indikator Kinerja bidang 
Sekretariatan merupakan 
IKL 
 

1. Terdapat 12 (dua belas) IKU dan 2 IKL 
(ditetapkan Badilag) 

2. Layanan posbakum dan prodeo 
dijadikan IKL 

3. Indikator bidang sekretariatan menjadi 
IKU (4 IKU) 

4. IKU perkara yang tidak mengajukan 
upaya banding dan kasasi dihapuskan, 
diganti pengiriman pemberitahuan 
petikan/amar putusan tingkat Banding, 
Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh 
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pengadilan pengaju kepada para pihak 
(1.3)  

5. Adanya IKU persentase pengunggahan 
putusan ke direktori putusan (1.4) 

6. Adanya IKU persentase perkara 
menggunakan e-court (1.6) 

7. Adanya IKU IP ASN, IKPA, NKPA 
dan IPA 

 

3. Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan 

“Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 114,30%. Dari 

14 (empat belas) indikator  kinerja yang diperjanjikan, semua indikator 

kinerja dinyatakan “ Berhasil” karena memperoleh capaian kinerja diatas 

100%, yaitu capaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang 

efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern sebesar 118,30%, 

Sastra 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik 

sebesar 101,76%, Sastra 3: Terwujudnya manajemen peradilan yang 

transparan dan profesional sebesar 122,59%. 

4. Berdasarkan analisa perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Agama 

Yogyakarta dengan target nasional Mahkamah Agung RI. Meskipun 

terdapat 2 (dua) target yang ditetapkan dibawah target nasional, namun 

secara umum rata-rata realisasi kinerja mencapai 94,84% dari rata-rata 

target nasional yang ditetapkan sebesar 85,66%, artinya capaian kinerja 

rata-rata Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penetapan target 

nasional adalah 110,72%. 

5. Untuk  mendukung capaian kinerja tahun 2025,  telah direalisasikan 

anggaran  dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar  

Rp.10.380.117.008,- (Sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh juta 

seratus tujuh belas ribu delapan rupiah) atau 98,95%, dan anggaran dari 

DIPA (04) Badan Peradilan Agama sebesar  Rp95.540.000 (Sembilan 

puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau 92,47%. 
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REKOMENDASI 

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan beberapa target kinerja 

ditetapkan dibawah target nasional agar menjadi fokus perbaikan kinerja di 

tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, 

Pengadilan Agama Yogyakarta  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

harus berupaya :  

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh 

segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil 

society sebagai bahan integral dari pengadilan 

2. Penguatan tata Kelola anggaran dengan meningkatkan koordinasi bagian 

perencanaan, pelaksanaan dan bagian kepaniteraan terkait pelaksanaan 

anggaran DIPA 04  

3. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan 

Hakim dan Pegawai dalam diklat dan bimtek yang diselenggarakan dari 

internal Mahkamah Agung maupun instansi terkait 

4. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja. 

 














































































































